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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong
kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan
masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,
sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu penyedia layanan
publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat
tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas
data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima



maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat

terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap

mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja

penyelenggara pelayanan;

. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik;

. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.
Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;

. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BABII
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuisioner form online yang informasinya

disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan

jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur

yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut yaitu :

L

Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan



penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk
benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

10. Transparansi : Memberi kejelasan tentang kebijakan, prosedur, dan hasil kerja
sehingga tidak terjadi kerahasiaan yang tidak perlu dan semua pihak dapat memahami
keadaan yang sebenamya.

11. Integritas : komitmen untuk berbuat benar, bertanggung jawab, dan jujur dalam

semua aspek kehidupan

2.3 Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengisian kuesioner dilakukan secara online dengan pilihan
sendiri oleh responden sebagai penerima layanan atas himbauan dari unit pelayanan yang

bersangkutan,

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1
Semestar (Januari — Juni). Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan setelah
tercukupinya jumlah pengisian kuisionair yang representatif sebagai gambaran obyektif

kondisi yang ada.

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima
layanan dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Banjarnegara berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan
jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan dalam kurun waktu
satu tahun adalah sekitar 3000 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap
jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and
Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden
yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 341 orang.



Populasi(N) | Sampel(n) Populasi(N)| Sampel (n} |Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
a5 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
&0 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 280 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
8s 70 | 440 205 4000 351
90 73 | 460 210 4500 354
95 ! 76 480 214 5000 357
100 | 80 | 500 217 6000 361
110 ! 86 j 550 226 7000 364
120 i 92 E 600 234 8000 367
130 97 650 242 2000 368




HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

diperoleh yaitu sejumlah 1364 responden, dengan rincian sebagai berikut :

BABIII

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

NO | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 UMUR <19 3 0,22%
20-24 13 0.95%
25-29 3l 3,74%
30-35 120 8,80%
35-39 195 14,30%
40-44 306 22.43%
45-49 223 16,35%
50-54 194 14,22%
55-59 258 18.91%
60 > 1 0,07%
2 JENIS KELAMIN | Lelaki 364 26,69%
Perempuan 1000 73.31%
3 PENDIDIKAN S1/82/83 1259 92,30%
D3/D2/D1 12 0,88%
SLTA 89 6,52%
SLTP 0 0%
SD fe 0.29%
Tidak Tamat Sekolah 0 0%
4 PEKERJAAN PNS / TNI /Polri 956 70,09%
Wiyata Bhakti di Sekolah 224 16,42%
Karyawan Swasta 17 1,25%
Ibu rumah tangga 3 0,22%
Pelajar / Mahasiswa 2 0,15%
Wirausaha 2 0.15%




Lainnya 160 11,73%
Sekretariat ( Umum dan
5 JENIS LAYANAN | Kepegawaian, Keuangan, dan 68 4,99%
PEP)
PTK - Bidang Pendidik dan
287 21,04%
Tenaga Kependidikan
SD - Bidang Sekolah Dasar 585 42,89%
SMP - Bidang Sekolah
215 15,76%
Menengah
PAUD - Bidang PAUD dan
Pendidikan Masyarakat (Paket 189 13,86%
A/B/C)
PORA - Bidang Pemuda dan
20 1,47%
Qlahraga

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Banjarnegara menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

85.65 (baik), dengan rata-rata nilai per unsur pelayanan sbb:

No. | UNSUR PELAYANAN | NILAIRATA- | MUTU KINERJA UNIT
RATA

Ul | Persyaratan 3.284 B Baik

U2 | Prosedur 3.279 B Baik

U3 | Waktu pelayanan 3.172 B Baik

U4 | Biaya/tarif 3.996 A Sangat Baik
U5 | Produk layanan 3.246 B Baik

U6 | Kompetensi pelaksana 3.327 B Baik

U7 | Perilaku pelaksana 3.316 B Baik

U8 | Sarana dan Prasarana 3.268 B Baik

U9 | Penanganan Pengaduan 3.977 A Sangat Baik




NILAI NILAI NILAI INTERVAL MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVALIKM | KONVERSIIKM | PELAYANAN UNIT
PELAYANAN
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 & Kurang baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
< 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat baik




BABIV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Pelayanan Secara Umum:

Mayoritas unsur pelayanan mendapatkan nilai rata-rata yang cukup baik,
dengan kategori mutu B dan Kinerja "Baik". Dua unsur yaitu Biaya/tarif dan
Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi dan kategori mutu A serta Kinerja

"Sangat Baik". Ini menunjukkan keduanya merupakan keunggulan dalam pelayanan.
2. Unsur yang Perlu Diperhatikan:

Nilai terendah terdapat pada Waktu Pelayanan (3.172) dan Produk Layanan
(3.246) dengan mutu dan kinerja kategori "Baik". Meski sudah baik, aspek ini
menunjukkan peluang perbaikan agar menjadi lebih optimal.

Selain kesan-kesan tentang kepuasan atas pelayanan yang diterima, beberapa

responden memberikan masukan dan saran-saran peningkatan layanan prima, antara lain

(detail tersedia pada lampiran):

1

. Perluasan tempat parkir yang memadai dan adanya petugas parkir agar tertib;

2. Ketertiban dan kedisiplinan petugas layanan terhadap waktu pelayanan;
3. Adakan tenaga khusus administrasi di bidang SD sehingga guru tidak sibuk administrasi

sehingga dapat maksimal mengajar;

4. Denah ruang dipasang didepan;

5. Jika ada sekolah yang kekurangan guru untuk segera di beri guru agar proses belajar

mengajar lancar;

6. Untuk jenis lomba yg dilakukan daring mohon untuk server dikuatkan,terutama untuk

daerah gunung sinyal sehingga sulit untuk mengikuti ifen tersebut (OSN);

7. Di era pelayanan masyarakat yg serba transparan, online serta bebas pungli maka jangan

gegabah mengambil hak orang lain yang berbau premanism, kekuasaan absolut, yg
melanggar kaidah hukum yg berlaku;

8. Area temapat wudhu licin dan membahayakan;
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9. Dibuatkan nomor antrian urutan pelayanan;

10. Tolong Jika Kami Telpon, Wa Karena Guru, Staf Masih Bingung Jika Kami Tanya
Dijawab, Jangan Tak Di Balas Atau Di Cuekin Lalu Kami Mau Tanya Siapa Schingga
Pelayanan Publik Tolong Dijawab Dengan Diniati Kerja Itu Ibadah Kelak
Pertanggungjawaban Ada Di Tuhan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.
Terhadap saran di atas, dapat direncanakan tindak lanjutnya untuk tahun 2025, sbb:

1. Perluasan Tempat Parkir dan Petugas Parkir
o Buat rencana pembangunan atau perluasan area parkir sesuai anggaran dan
kapasitas.
o Petugas parkir akan di sediakan Ketika ada acara yang mengundang banyak tamu
untuk memastikan lalu lintas kendaraan tertib dan aman.
o Pasang tanda dan rambu yang jelas serta pengaturan jalur parkir untuk menghindari
kemacetan.
2. Ketertiban dan Kedisiplinan Petugas Layanan
o Adakan pelatihan dan pengawasan secara rutin kepada petugas layanan agar selalu
tepat waktu dan ramah terhadap masyarakat.
o Berikan insentif dan reward bagi petugas yang menunjukkan kedisiplinan dan
pelayanan prima.
3. Tenaga Khusus Administrasi di Bidang SD
o Rekrut tenaga administrasi khusus yang mengurus administrasi sekolah sehingga
guru bisa fokus pada proses belajar mengajar.
o Buat standar operasional prosedur (SOP) administrasi agar prosesnya efisien dan
transparan.
4. Denah Ruang Dipasang di Depan

o Desain dan cetak denah ruang yang jelas.

11



o Pasang di tempat strategis, seperti depan sekolah atau dekat pintu utama, agar
mudah dilihat dan diakses pengunjung.
5. Penambahan Guru Jika Kekurangan
o Lakukan evaluasi kebutuhan guru secara berkala.
o Segera usulkan penambahan guru ke pihak terkait agar proses belajar mengajar
tetap lancar dan efektif.
6. Penguatan Server untuk Lomba Daring
o Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan penyedia server untuk
meningkatkan kapasitas dan kestabilan jaringan.
o Prioritaskan infrastruktur di daerah pegunungan yang memiliki sinyal lemah agar
peserta dapat mengikuti OSN tanpa kendala.
7. Pengelolaan Hak & Pungli serta Kepatuhan Hukum
o Tingkatkan transparansi dan aturan internal terkait pungutan dan pelayanan.
o Tegakkan disiplin dan berikan sanksi tegas terhadap tindakan premanisme dan
penyalahgunaan kekuasaan.
o Sosialisasikan hak dan kewajiban warga serta pentingnya berprinsip sesuai hukum.
8. Keamanan Area Wudhu
o Pasang penanda permukaan tidak licin dan lakukan perawatan berkala.
o Tambahkan alas anti licin saat diperlukan serta peringatan agar pengguna berhati-
hati.
9. Nomor Antrian Pelayanan
o Sediakan sistem nomor antrian secara manual maupun digital.
o Pastikan petugas selalu menyediakan dan mengelola sistem ini agar proses
pelayanan tertib dan teratur.
10. Pelayanan Komunikasi yang Baik
o Latih staf dan guru agar responsif, ramah, dan profesional saat menerima panggilan
telepon atau WhatsApp.
o Ingatkan bahwa setiap pelayanan adalah ibadah dan ujian, sehingga dilandasi niat
baik dan tanggung jawab.
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4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang
diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat
kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada
masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan
penerima layanan dapat dilihat melalui tabel berikut :

U TH 2020 TH 2021 TH 2022 TH 2023 TH 2024 TH 2025 S1
Ul 3.178 |B |3.175 |B |3.114 |B 325 | B 13,277 | B | 3,284 B
U2 3180 |B |3.123 |B |3063 |B |3.175| B {3,164 | B | 3,279 B
U3 2977 |C 2991 |C 2913 |C [3.05 | C |3,05 ]| C |3172 B
U4 3547 |A |3474 |B 3531 |B |3909| A |3547 | B | 3,99 A
Us 3.122 |B 3149 |B |3.08 |B |3.187| B | 3,397 | B | 3,246 B
8] 3236 |B |3.214 |B |2.82 C |3252| B 3227 B | 3,327 B
u7 3356 |B [3.228 |B |3.146 |B |[3243 | B | 3,203 | B | 3,316 B
[B 3157 |B |3.149 |B |2947 |B |3.131}| B {3,325| B | 3.268 B
uo 3727 | A 3759 | A |3659 |A | 3776 A | 3,78 | A | 3,977 A

81.83 81.20 78.46 83.19 83.21 85,65
IKM | (baik) | | (baik) | | (baik) | | (baik) | | (paik) | | (baik)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penerima pelayanan dalam 6
(enam) tahun sejak 2020-2025 masih menilai BAIK atas pelayanan yang mereka terima

secara umum.
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BABV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu
periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Banjarnegara secara umum mencerminkan tingkat kualitas baik;

o Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu
waktu pelayanan;

e Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya dan Penanganan
Pengaduan menjadi komponen layanan yang mendapatkan apresiasi nilai Sangat
Baik.

Banjarnegara, 2 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
DAN OLAH RAGA

NIP. 19710131 1990031001
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Hasil Olah Data SKM

Kuesioner dan Pengisiannya

LAMPIRAN

15



